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PUTUSAN
Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Srh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan

surat permohonannya bertanggal 25 November 2020, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor

984/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 26 November 2020 yang isinya sebagai

berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Februari
2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN
KUA Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang Nomor
109/19/111/2002 tertanggal 1 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya
suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Pemohon hingga

saat ini;
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah di
dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
harmonis selama dua tahun. Namun sejak tahun 2007 kehidupan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon
kurang menerima penghasilan Pemohon yang jumlahnya hanya 80.000
Rupiah per hari karena Pemohon hanya bekerja sebagai buruh harian
lepas, Termohon juga kerap meminta sesuatu yang tidak dapat dipenuhi
oleh Pemohon seperti perhiasan dan perbaikan rumah pada saat Pemohon
sedang tidak memilki uang, bahwa Termohon juga kerap menolak
hubungan intim dengan Termohon dan hanya akan melayani Pemohon saat
Pemohon memiliki uang, bahwa pada tanggal 01 Desember 2019
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua
Termohon tanpa izin dari Termohon dan tidak kembali hingga saat ini,
bahwa Pemohon juga sudah berusaha menjemput kembali Termohon
namun Termohon tetap menolak dan memutuskan untuk berpisah dengan
Pemohon;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon
dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun
tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cg. Majelis Hakim yang Mulia
untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Sei Rampabh;
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3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai

ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang
sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis
meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim
ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang
dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi
tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan
dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalii permohonan Pemohon,
Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukiti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon

dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang Nomor : 109/19/111/2002

tertanggal 1 Maret 2002, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan

aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. Saksi |, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun VII Desa Baja Ronggi Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku sebagai tetangga
Pemohon dengan jarak rumah 400 meter, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret
2002;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di
rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Pemohon dan
Termohon mulai sering betengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang nafkah
lahir dari Pemohon dan Termohon juga kerap meminta sesuatu
yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon seperti perhiasan dan
perbaikan rumabh;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 tidak
satu rumah lagi;

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak
berhasil;

2. Saksi Il, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
pensiunan, tempat tinggal di Dusun VIl Desa Baja Ronggi Kecamatan
Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku sebagai
tetangga Pemohon dengan jarak rumah 500 meter, di bawah sumpah
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret
2002;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di
rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 10 him. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Pemohon dan
Termohon mulai sering betengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang nafkah
lahir dari Pemohon dan Termohon juga kerap meminta sesuatu
yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan
Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 tidak
satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak
berhasil;
Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat
dijatuhkan putusan atas perkara a quo dengan tanpa hadirnya Termohon
(verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
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B4

Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir,
maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon
agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan
tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara
Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1
sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1
sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sabh;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon sejak tahun 2007;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan
Desember 2019;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih
Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

0] B0t B30T 0a8uidil 103 o5 315 10l ZlE Opes

Y\ 09 38EG Dplsd) Den§ U5 oo &) 1880555 6355 akily J253

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 228:

PPV oule fuoi alll e slbn Ts23e0005
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Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:
tla o)l xd 202 do3wla olls o
Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik
maslahat”;
4. Kitab At-Thalaq halaman 518:
] alows dyY wll axbaor IS &Y SWU oMisl sicq
AWl | axbas]l wdsiis rolaoll
Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya
tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan
untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka
berpindah kepada perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal
yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan
keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon denganTermohon
dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih
mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan
dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon telah memenuhi unsur terus menerus, maka terhadap kasus ini
dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa
permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu
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permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei
Rampabh;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10
November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442
Hijriyah, oleh kami Nusra Arini, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati
Hasibuan, S.H.l., dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Nusra Arini, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi
Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto
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Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
Nurhayati Hasibuan, S.H.I., Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti
dto
Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya proses Rp 50.000,00
Biaya Panggilan Rp  600.000,00
PNBP Panggilan Rp  20.000,00
Hak redaksi Rp  10.000,00
Meterai Rp __ 6.000,00
Jumlah biaya Perkara Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
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